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DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 
 

Ungkapan “si pungguk merindukan bulan”, itulah ungkapan 

yang patut disematkan kepada Adji Suradji Muhammad atau yang 

akrab dipanggil “PAK ADJI”. Ungkapan tersebut tidaklah berlebihan 

mengingat adji adalah anak seorang petani. Ia hingga kini masih hobi 

makan singkong sehingga ia disebut “si anak singkong”. Julukan si 

anak singkong itulah yang membuatnya selalu tertantang dan 

termotivasi untuk menggapai sukses dikemudian hari. Baginya 

kesuksesan bukan hanya milik “si anak keju”, tetapi miliki siapa saja 

termasuk bagi si anak singkong. Tidak ada yang tidak mungkin, jika 

ada kemauan dan usaha keras serta diikuti dengan do‟a yang tulus dan 

ikhlas. 

Lahir dari keluarga petani dilereng sebelah timur Gunung Lawu 

tepatnya di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi 

Provinsi Jawa Timur. Menjadi anak bungsu dari tiga bersaudara tidak 

menjadikanya anak yang “manja”. Bahkan ia memberanikan diri mulai 

bekerja diusia yang sangat belia setelah ia menamatkan pendidikan 

formal di Madrasah Tsanawiyah Negeri yang jaraknya 25 KM dari 

rumah. Jarak 25 KM tersebut tidak jarang ia tempuh dengan berjalan 

kaki disaat ia tidak memiliki uang untuk naik angkutan pedesaan. 

Kerasnya hidup mengajarkan Suradji kecil untuk tidak mudah 

menyerah disegala kondisi dan mengajarkanya untuk selalu menakluk- 

kan semua tantangan termasuk bekerja diusia yang masih belia. Selama 
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kurang lebih setahun ia menajalani semua jenis pekerjaan mulai dari 

buruh bangunan hingga berjualan keliling dan menjadi buruh pabrik. 

Nasib baik menghampirinya ketika ada seseorang yang menawarkan 

kebaikan dengan berbaik budi menyekolahkanya kejenjang yang lebih 

tinggi (SMA). Sebagai pribadi yang suka bekerja, ia melanjutkan studi 

Sarjana dan Pasca Sarjana dengan memeras keringat dan membanting 

tulang. Sarjana sosial ia peroleh di STISIPOL Raja Haji di 

Tanjungpinang dan sarjana Magister Ilmu Politik di Universitas 

Nasional Jakarta pada tahun 2009. 

Dengan semangat dan keinginannya yang besar untuk 

menunjukkan bahwa Islam adalah benar-benar agama yang akan 

menjadi “Rahmatan Lil „Alamin, yaitu Islam yang memberi Rahmat 

buat semesta alam, bukan hanya rahmat buat manusia”, Suradji 

melanjutkan studi program strata 3 dalam bidang Politik Islam. 

Universitas Muhammadiyah Yogjakarya menjadi pilihan utamanya 

karena bukan saja akreditasi “A” yang sudah dimiliki oleh UMY, 

namun lebih dari itu bahwa kampus inilah yang menyeimbangkan 

antara ilmu dunia dan ilmu akherat. 

Suradji sadar betul bahwa Politik saat ini seolah-olah menjadi 

biang keladi atas ketidakstabilan kehidupan ekonomi, hukum dan lain 

sebagainya. Oleh sebab itu ia tertantang untuk membuktikan bahwa 

politik itu adalah satu-satunya cara untuk mencari solusi dan 

“kebaikan” secara bersama-sama. Hanya dengan politik-lah kehidupan 

yang dinamis akan terwujud. Mantan aktifis mahasiswa era 2002 
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hingga 2008 ini menjadi satu-satunya orang Kepulauan Riau pertama 

yang mampu duduk di Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam 

(PB HMI) sebagai Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan menjadi 

Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi PB HMI 2006-2008. 

Berbagai profesi sebelum menjadi Staf Pengajar di FISIP 

UMRAH tahun 2010, ia telah memulai menjalani karir profesionalnya 

sebagai Sekretaris Anggota DPD RI dan menjadi Staf Ahli Anggota 

DPD RI. Berkat keahlianya pulalah, Suradji hingga saat ini (dua 

periode) masih dipercaya sebagai Staf Ahli DPRD Provinsi Kepulauan 

Riau. Keahlianya tersebut ia peroleh melalui pendidikan formal dan 

pendidikan non formal selama menjadi aktifis HMI dan aktifis di 

organisasi kepemudaan. Beberapa training kepemimpinan bertaraf 

nasional telah ia geluti seperti Intermediate Training di Jambi dan 

Advance Training di Aceh. 

Suami dari Eka Suswaini, ST, MT dan ayah dari Muhammad 

Naafi‟  Ramdhani  ini  saat  ini  telah  memperoleh  jabatan  fungsional 

dosen sebagai Lektor pada tahun 2014. Suradji punya keyakinan penuh 

bahwa suatu saat nanti ia akan mendapatkan gelar Guru Besar dalam 

bidang Politik. Untuk itulah ia akan berusaha lebih giat lagi menekuni 

ilmu politik. Saat ini Suradji dipercaya mengampu beberapa Mata 

Kuliah pokok mulai dari Pengantar Ilmu Politik, Sistemm Politik 

Indonesia, Kepemimpinan, Perilaku Organisasi dan Pendidikan 

Pancasila serta Pendidikan Kewarganegaraan. 
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Disamping ia aktif di kampus, Suradji juga aktif diberbagai 

kegiatan sosial seperti menjadi narasumber di berbagai media cetak, 

seminar, dialog di Radio maupun Televisi dan kegiatan-kegiatan lainya. 

Lelaki yang hobi olahraga badminton ini telah menghasilkan beberapa 

buku literatur. Tahun 2013 ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul 

“Politik Lokal, Prediksi Kecenderungan Suara Rakyat Dalam  

Pemilihan Walikota Tanjungpinang 2012-2018” yang diterbitkan oleh 

LK2PPL Press dengan nomor ISBN 978-602-18997-0-0. Selang tiga 

tahun kemudian, Suradji kembali menerbitkan sebuah buku“Buku Ajar 

Sistem Politik Indonesia” dengan nomor ISBN 978-602-71866-5-1. 

Disamping buku-buku yang ber-ISBN tersebut, Suradji juga 

telah menyelesaikan beberapa kajian dengan bekerjasama dengan 

Pemerintah Daerah diantaranya “Monitoring dan Evaluasi Program 

Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau 2012” kerjasama 

dengan BAPPEDA Provinsi Kepulauan Riau. Tahun berikutnya Suradji 

bersama timnya juga dipercaya melakukan kajian di Kabupaten 

Kepulauan Anambas dengan tema “Pola Distribusi dan  Konsumsi 

BBM di Kabupaten Anambas” bekerjasama dengan Biro Ekonomi 

Kabupaten Kepulauan Anambas. Tahun 2014 ia menjadi leader dalam 

kajian “Dampak Program pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan 

Riau” bekerjasama dengan BAPPEDA Prov. Kepri dan masih banyak 

lagi kajian-kajian baik yang dikerjakan mandiri maupun dengan 

bekerjasama dengan pihak lain. 
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Bahkan dengan keahlian yang dimilikinya, Suradji juga pernah 

dipercaya menjadi Leader dalam penyusunan beberapa Naskah 

Akademik Rancangan Peraturan Daerah seperti Ranperda Pengentasan 

Kemiskinan DPRD Kota Tanjungpinang 2012, Ranperda Biota Laut 

DPRD Kota Tanjungpinang 2012, Ranperda Pengaturan TV Kabel 

DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2012 dan beberapa kebijakan strategis 

daerah lainya. Bahkan dari tahun 2012 hingga saat ini, Suradji masih 

dipercaya sebagai Koordinator Tim Penyusun Dokumen Aksi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau. Perhatianya yang besar terhadap kehidupan politik 

dan pemerintahan ini menjadikanya sebagai salah satu referensi dan 

narasumber utama di berbagai media di Provinsi Kepulauan Riau. 

Baginya “tiada gading yang tak retak, tiada makluk yang 

sempurna dalam hidup ini”, maka dari itu jangan pernah meninggalkan 

yang Maha Sempurna dalam setiap hembusan nafas. Tidak ada yang 

tidak mungkin jika Allah SWT, Tuhan Yang Maha Sempurna sudah 

berkehendak. Ini ia buktikan sendiri, bahwa anak petani bisa menjadi 

Dosen, sebuah profesi mulia yang ia sendiri tidak pernah bayangkan 

dapat merengkuhnya. Kini, Suradji menjadi salah satu Dosen yang 

sudah bersertifikat dan bahkan telah mendapatkan Jabatan Fungsional 

sebagai Lektor diusia yang relatif muda. Baginya, dengan memegang 

prinsip prefesional, kerja keras dan kerja cerdas maka akan 

menghantarkan seseorang menjadi sukses. Demikian pemilik nama 

lengkap Adji Suradji Muhammad ini menuturkan dalam biografinya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 
Lampiran 1 Angket Jejaring Sosial Pengelolaan Kawasan Perbatasan 

 

 
Yth. 

Bapak/Ibu/Saudara, 

Perkenalkan saya Adji Suradji Muhammad, Mahasiswa Program Doktoral 

Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogjakarta 

NIM.20132020004. sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas partisipasi 

dan kesediaannya untuk berkontribusi dalam penelitian ini. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang Collaborative Governance 

yang dilakukan oleh stake holder yang terkait dengan pengelolaan Kawasan 

Perbatasan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini akan sangat 

berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya dan juga akan 

sangat bermanfaat bagi Pemerintah bik yang ada di Pusat maupun di Daerah 

karena akan memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengelolaan kawasan 

perbatasan demi kedaulatan NKRI . Peneilitian ini tidak untuk tujuan 

komersial maupun politik dan saya sangat menghargai atas kejujuran 

Bapak/Ibu dalam mengisi angket berikut ini. Sekali lagi saya ucapkan 

terimakasih yang tak terhingga atas partisipasi Bapak/Ibu dalam penelitian 

ini. 

 
A. BIODATA 

RESPONDEN 
1 Nama : 

2 Jabatan : 
3 Lama Masa 

Menjabat : 
4 Nama Atasan 

Langsung : 

 
B. COLLABORATIVE 

GOVERNANCE 

I 1 Seberapa sering Bapak/Ibu bertemu untuk membicarakan hal-hal terkait 
Kawasan Perbatasan di Indonesia 
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Seminggu 

sekali 

 

Sebulan 

sekali 

6 

Bulan 

sekali 

 

Setahun 

sekali 

 

Tidak 

Pernah 

Kementrian Dalam 

Negeri 

     

Kementrian Luar 

Negeri 

     

Kementrian 

Pertahanan 

     

Kementrian Hukum 

dan Hak Asasi 

Manusia 

     

Kementrian 

Keuangan 

     

Kementrian 

Pekerjaan Umum 

     

Kementrian 

Perhubungan 

     

Kementrian 

Kehutanan 

     

Kementrian 

Kelautan dan 

Perikanan 

     

Kementrian 

Perencanaan 

Pembangunan 

Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan 

Pembangunan 
Nasional 

     

Kementrian 

Pembangunan 

Daerah Tertinggal 

     

Panglima Tentara 

Nasional Indonesia 

     

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

     

Badan Intelijen      
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Negara      

Badan Koordinasi 

Survei dan 

Pemetaan 

Nasional/BIG 

Badan Informasi 

Geopasial 

     

Gubernur Provinsi 

Kepulauan Riau 

     

BAKAMLA (Badan 

Keamanan Laut) 
Perpres 178/2014 

     

BPP Provinsi 
Kepulauan Riau 

     

Menteri Tenaga 
Kerja 

     

TNI AD      

TNI AU      

TNI AL      

POLDA Kepulauan 

Riau 

     

BPP Batam      

BPP Bintan      

BPP Natuna      

BPP Karimun      

BPP Kepulauan 

Anambas 

     

2 Bagaimana peran institusi yang bapak/ibu berikan dalam pengelolaan 

Kawasan Perbatasan di Kepulauan Riau 

Dianggap mendukung  

Dianggap 

Mengacau/Menimbulkan konflik 

 

Tidak di perhitungkan/Netral  
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II 1 Apakah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kawasan 
perbatasan terdapat "Nota Kesepahaman" antar stake holder terkait? 

2 Jika ada sebutkan dengan instansi mana saja? Serta apa yang menjadi 

pertimbanganya. 

 
III 1 Apakah saat ini sudah ada blue print/cetak biru dalam mengelola 

Kawasan Perbatasan di Indonesia, khususnya di Provinsi kepulauan 

Riau? 

2 Jika sudah ada "blue print", siapa yang 

menyusun? 

 
IV 1 Apakah ada tim khusus yang dibentuk untuk mengelola Kawasan 

Perbatasan sesuai dengan zona-zona tertentu yang melibatkan Pemerintah 

Pusat, Provinsi, Kabuaten/Kota dan Instansi vertikal lainya? Misalnya 

Zona perbatasan di Kepulauan Riau 

Mohon beri 

penjelasan. 

 
V 1 Menurut Bapak/Ibu, Apakah perlu dibentuk lembaga baru yang 

merupakan wahana/wadah koordinasi antara lembaga-lembaga yang 

memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan perbatasan di 
Kepulauan Riau 

2 Jika diperlukan wadah baru, apakah menurut Bapak/Ibu sebaiknya dibuat 

per Kawasan/Zona? 



347  

 

 

 

 

Lampiran 2 Interview Guide 

INTERVIEW GUIDE 

 

Biodata Mahasiswa 

Nama : Adji Suradji Muhammad 

NIM : 2013202004 

Program Studi : Ilmu Politik-Politik Islam 

PT : Universitas Muhammadiyah Yogjakarta 

 
Pedoman Wawancara 

A. Noorsyamsa Djumara (2008, 34-35) yang meliputi 

1) Collaborative Culture. Merupakan Nilai-nilai yang 

diyakini secara bersama dan dapat membantu untuk 

memahami fungsi masing-masing organisasi serta 

memberikan norma dalam berperilaku. 

2) Collaborative Leadership. Merupakan hubungan antara 

dua pihak atau lebih yang saling bekerjasama untuk 

tujuan bersama dengan berbagi tanggung jawab, 

wewenang, dan akuntabilitas untuk mencapai. 

3) Strategic Vision. Merupakan prinsip-prinsip yang 

menjadi pemandu dan sekaligus tujuan keseluruhan dari 

organisi pengelola perbatasan. 

4) Collaborative Team Process. Merupakan tim diluar 

struktur yang ada dan dibentuk untuk menagani 

permasalahan dalam mengelola Kawasan Perbatasan. 
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5) Collaborative Structure. Merupakan unit/ lembaga yang 

memiliki fungsi dalam mengelola Kawasan Perbatasan. 

B. Tahap dan Prinsip Collaborative Governance menurut Ansell 

dan Gash. 

 

a) Tahap I, Dialog tatap muka. Dalam dialog antar muka 

sering terjadi perbedaan pandangan antar stakeholder 

dalam memaknai kawasan perbatasan (halaman 

belakang vs halaman depan) 

b) Tahap II, Membangun kepercayaan. Masing-masing 

daerah memiliki latar yang berbeda atas pembentukan 

institusinya. 

c) Tahap III, Komitmen pada proses kolaborasi 
d) Tahap IV, Pemahaman bersama atas pengelolaan 

kawasan perbatasan 
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e) Tahap V, Hasil antara (intermediate outcome) 
diharapkan terdapat tujuan dan keuntungan dari 

kolaborasi sifatnya konkrit 

C. Penghambat Collaborative menurut Gray (1989). 

1) Komitmen yang bertentangan dengan kolaborasi, 

2) Sejarah permusuhan yang dilandasi perbedaan ideologi 

dalam waktu lama, 

3) Kondisi dimana kebijakan tidak memperhatikan alokasi 

Sumber Daya, 

4) Perbedaan persepsi atas resiko, 
5) Kerumitan bersifat teknis, 

6) Budaya kelembagaan dan politik/no legitimasi, dan 

7) Unilateral action (satu pihak memiliki power melakukan 

aksi sepihak) 

8) Tidak dilibatkanya pihak LSM dan swasta dalam 

pengelolaan kawasan perbatasan. 
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Lampiran 3 Angket Collaborative Governance dengan Model PLSM 

ANGKET COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM 
PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DI KEPULAUAN 

RIAU 

 
A. Identitas Responden 

Nama :    
Instansi :    

Jabatan :   

Lama Menjabat :  tahun 

B. Pengantar 

Perbatasan antar negara merupakan beranda sekaligus simbol 

kedaulatan sebuah Negara. Melalui beranda perbatasan maka kita dapat 

mengetahui bagaimana perlakuan Negara terhadap segala potensi yang 

ada. Baik potensi alam maupun potensi sumber daya manusia yang ada 

di dalamnya. Oleh karena itu, keakuratan informasi antar pihak yang 

memiliki kewenangan dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan (di 

Kepulauan Riau) menjadi sangat penting agar segala potensi yang ada 

dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keamanan dan kesejahteraan 

warga masyarakat di daerah perbatasan. 



351  

 

 
 

C. Daftar Pertanyaan 
 
 

 
No 

 
Pertanyaan 

Tidak 

Tahu 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

A.1 Melakukan kerjasama untuk pembangunan keberlanjutan 

bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang 

disepakati bersama telah terlaksana sesuai dengan yang 

direncanakan 

     

A.2 Melakukan kerjasama dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan 

     

A.3 Memberikan peluang kepada masyarakat untuk aktif 

berpastisipasi dalam pembangunan berkelanjutan di 

lingkungan dan masyarakat. 

     

A.4 Melibatkan lembaga seperti LSM/Swasta untuk ikut 

berpatisipasi dalam pembangunan. 

     

A.5 Semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan 

pengelolaan perbatasan. 

     

A.6 Intensitas pertemuan stakeholder pengelola perbatasan sudah 

cukup baik 
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No 

 
Pertanyaan 

Tidak 

Tahu 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

A.7 Melakukan pertemuan antar stakeholder pengelola 

perbatasan dalam meningkatkan fungsi koordinasi. 

     

A.8 Melakukan pertemuan di luar pertemuan formal ketika ada 

hal mendesak yang harus segera dibahas. 

     

A.9 Waktu untuk pertemuan antar stake holder bersifat dinamis 
sesuai kebutuhan. 

     

A.10 Semua pihak pengelola perbatasan bersedia melakukan rapat 

koordinasi dadakan apabila sangat dibutuhkan. 

     

A.11 Instansi pemerintah yang terkait memiliki peluang yang 

sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perbatasan. 

     

A.12 Anggota masyarakat yang diundang diberikan peluang yang 

sama ketika rapat koordinasi. 
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No 

 
Pertanyaan 

Tidak 

Tahu 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

A.13 Masyarakat ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan 

dalam pengelolaan wilayah perbatasan. 

     

A.14 Instansi non-pemerintah (LSM/Swasta) yang terkait 

memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam 
pengelolaan perbatasan. 

     

A.15 Setiap pihak dapat memberikan respon dalam pembahasan 

suatu keputusan. 
     

A.16 Pemerintah Daerah telah terlibat dalam perencanaan 

program-program pengelolaan perbatasan 

     

A.17 Pemerintah Daerah ikut terlibat dalam persipapan untuk 

imlementasi program-program pengelolaan perbatasan 

     

A.18 Pemerintah Daerah telah terlibat dalam imlementasi 

program-program pengelolaan perbatasan 

     

A.19 Pemerintah Daerah telah terlibat dalam monitoring terhadap 

program-program pengelolaan perbatasan 
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No 

 
Pertanyaan 

Tidak 

Tahu 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

A.20 Pemerintah Daerah telah terlibat dalam evaluasi program- 

program pengelolaan perbatasan 

     

A.21 Dialog dan tatap muka menjadi agenda rutin untuk 

berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait pengelolaan 
perbatasan. 

     

A.22 Kegiatan untuk berbagi informasi telah memenuhi 

kebutuhan stakeholder. 

     

A.23 Musrenbang menjadi sarana setiap pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan kawasan perbatasan memberikan pendapat. 

     

A.24 Seluruh informasi yang terkait dengan pengelolaan 

perbatasan rutin dikomunikasikan kepada semua pihak. 

     

A.25 Inisiatif untuk melakukan dialog dapat datang dari pihak 

manapun. 

     

A.26 Informasi terkait dengan pengelolaan perbatasan tersedia 

secara terbuka 
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No 

 
Pertanyaan 

Tidak 

Tahu 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

A.27 Terkait dengan pengelolaan informasi tersedia dan mudah 

diakses oleh stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan 

kawasan perbatasan 

     

A.28 Ada laporan rutin terkait perkembangan program 

pengelolaan perbatasan. 

     

A.29 Ada media khusus untuk mempublikasikan perkembangan 

pengelolaan wilayah perbatasan. 

     

A.30 Setiap perubahan informasi terkait dengan pengelolaan 

kawasan perbatasan diinfokan kepada seluruh pihak tanpa 
terkecuali. 

     

B.1 semua pihak yang terkait telah memiliki kesadaran akan 

tupoksinya 

     

B.2 Setiap pihak paham akan tugas dan wewenang yang dimiliki 

terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasam. 
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No 

 
Pertanyaan 

Tidak 

Tahu 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

B.3 Setiap permasalahan yang mucul terkait pengelolaan wilayah 

perbatasan diselesaikan bersama. 

     

B.4 Setiap pihak tahu harus berkoordinasi dengan siapa ketika 

terjadi masalah terkait pengelolaan kawasan perbatasan. 

     

B.5 Setiap pihak berkonstribusi dalam pengelolaan kawasan 

perbatasan. 

     

B.6 Pembagian tugas antara BNPP dan BPPD telah jelas      

B.7 BNPP membuat rumusan kebijakan atau Grand Design 

Pengelolaan kawasan Perbatasan 

     

B.8 BPPD Provinsi mengkoordinir pelaksanaan kebijakan BNPP      

B.9 BPPD melaksanakan kebijakan BNPP      

B.10 LSM/NGO/Swasta melakukan pengawasan dan sekaligus 

memberikan masukan kepada Pemerintah 
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No 

 
Pertanyaan 

Tidak 

Tahu 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

B.11 Pembagian wewenang antara lembaga telah ditetapkan 
dengan kebijakan yang baku. 

     

B.12 Setiap pihak paham betul terhadap kewenangan yang 

dimiliki dalam pengelolaan kawasan perbatasan. 

     

B.13 Setiap pihak menyetujui hal-hal yang telah menjadi 

ketentuan yang disepakati bersama terkait pengelolaan 

perbatasan. 

     

B.14 MoU disepakati secara bersama oleh seluruh pihak yang 

terlibat dalam pengelolaan kawasan perbatasan. 

     

B.15 Ada konsekuensi untuk pihak yang melanggar MoU.      

B.16 Dilakukan rapat evaluasi secara berkala dan berkelanjutan      

B.17 Evaluasi kegiatan lembaga pengelolan perbatasan telah 

dilakukan dengan baik 

     

B.18 Rapat evaluasi melibatkan seluruh pihak.      
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No 

 
Pertanyaan 

Tidak 

Tahu 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

B.19 Rapat evaluasi membahas secara rinci semua kegiatan 
pengelolaan perbatasan. 

     

B.20 Hasil rapat evaluasi menjadi dasar pengambilan keputusan 
pada kegiatan berikutnya. 

     

B.21 Ada laporan berkala terkait pengelolaan kawasan perbatasan.      

B.22 Ada publikasi yang dilakukan secara transparan dan 

dilakukan secara berkala. 

     

B.23 Setiap diwjibkan untuk membuat melaporkan kemajuan 

untuk setiap tugas yang dilakukan. 

     

B.24 Setiap pihak diberikan kesempatan untuk melaporkan 
kemajuan untuk setiap tugas yang dilakukan. 

     

B.25 Ada tindak lanjut untuk setiap laporan untuk pengelolaan 

kawasan perbatasan. 
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No 

 
Pertanyaan 

Tidak 

Tahu 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

B.26 Setiap pihak paham betul bahwa fungsi pemantauan sebagai 

upaya ikut mengawasi setiap kegiatan dilaksanakan sesuai 

aturan yang berlaku. 

     

B.27 Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan 

perbatasan mengerti fungsi evalusi sebagai bahan penilaian 

komitmen dan kinerja setiap lembaga. 

     

B.28 Setiap pihak siap memberikan laporan ketika dilakukan 
kegiatan evaluasi. 

     

B.29 Ada tindak lanjut dari hasil evaluasi.      

B.30 Pemantauan dan evaluasi menjadi dasar untuk menentukan 

efektivitas setiap pihak yang terlibat. 

     

C.1 Cetak biru dibuat seseuai dengan kebutuhan pengelolaan 
kawasan perbatasan. 

     

C.2 Pembuatan cetak biru untuk pengelolaan kawasan perbatasan 

dilakukan dengan melibatksan semua pihak yang terkait. 
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No 

 
Pertanyaan 

Tidak 

Tahu 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

C.3 Cetak biru yang digunakan sebagai acuan pengelolaan 

kawasan perbatasan diputuskan melalui proses yang berlaku. 

     

C.4 Cetak biru digunakan sebagai pedoman pengelolaan 

kawasan perbatasan. 

     

C.5 Untuk jangka waktu tertentu diadakan peninjauan kembali 

terhadap cetak biru yang digunakan. 

     

C.6 Ada rinduk untuk pengelolaan kawasan perbatasan.      

C.7 Renduk dibuat dengan mempertimbangankan koordinasi 
bersama dengan pemerintah daerah. 

     

C.8 Renduk dibuat dengan mempertimbangankan koordinasi 

bersama dengan lembaga non pemerintah. 

     

C.9 Penelaaahan rancangan rinduk dilakukan melalui pertemuan 

multilateral. 
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No 

 
Pertanyaan 

Tidak 

Tahu 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

C.10 Rancangan rinduk ditetapkan menjadi rrinduk dengan 

memenuhi semua kriteria dari peraturan yang berlaku. 

     

C.11 Proses penyusunan renstra mengacu pada RPJMN yang 

berpedoman pada RPJPN. 
     

C.12 Resntra dibuat dengan mempertimbangankan koordinasi 

bersama dengan pemerintah daerah. 

     

C.13 Resntra dibuat dengan mempertimbangankan koordinasi 

bersama dengan lembaga non pemerintah. 

     

C.14 Penelaaahan rancangan renstra dilakukan melalui pertemuan 

multilateral. 

     

C.15 Rancangan renstra ditetapkan menjadi renstra dengan 

memenuhi semua kriteria dari peraturan yang berlaku. 

     

D.1 Tim internal pemerintah memiliki peran yang jelas dalam 

pengelolaan wilayah perbatasan. 

     

D.2 Tim internal pemerintah memiliki tugas yang berbeda 

dengan tim eksternal pemerintah. 

     



362  

 

 

 

 
No 

 
Pertanyaan 

Tidak 

Tahu 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

D.3 Tim insternal pemerintah melakukan tugas sesuai 

tupoksinya. 

     

D.4 Tim eksternal pemerintah memiliki peran yang jelas dalam 

pengelolaan wilayah perbatasan. 

     

D.5 2. Tim eksternal pemerintah memiliki tugas yang berbeda 

dengan tim internal pemerintah. 

     

D.6 3. tim eksternal pemerintah melakukan tugas sesuai 

tupoksinya. 

     

D.7 1. Mengorganisir lembaga swadaya masyarakat yang 

memiliki perhatian dalam pengelolaankawasan perbatasan 

     

D.8 2. Swasta diberikan kesempatan untuk melakukan 

pembangunan di daerah Kawasan perbatasan 

     

D.9 3. Masyarakat lokal/yang tinggal di perbatasan diberi 

kesempatan untuk meningkatkan perekonomian 
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No 

 
Pertanyaan 

Tidak 

Tahu 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

D.10 4. Perguruan Tinggi diajak dalam melakukan riset riset serta 

pengabdian kepada masyarakat di daerah perbatasan 

     

D.11 5. Memberikan peluang yang sama kepada setiap lembaga 

pemerintahan untuk ikut terlibat pada pengelolaan kawasan 

perbatasan. 

     

D.12 1. adanya tim gabungan yang beranggotakan dari pemerintah 

dan non pemerintah. 

     

D.13 2. setiap anggota dari tim gambungan memiliki tanggung 

jawab yang sama. 

     

D.14 3. tim gabungan memiliki dasar hukum yang jelas dalam 

pembentukannya. 

     

D.15 4. tim gabungan memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam 

kegiatan pengelolaan kawasan perbatasan. 
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No 

 
Pertanyaan 

Tidak 

Tahu 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

D.16 5. tim gabungan merupakan wujud kerjasama antara 

lembaga pemerintah dan non pemerintah. 

     

E.1 1. Menyepakati dibentuknya task force/gugus tugas dengan 

melibatkan seluruh stake holder yang terlibat dalam 
pengelolaan perbatasan 

     

E.2 2. Menjadikan BPPD di Kabupaten/Kota sebagai leading 

sector dalam pengelolaan perbatasan 

     

E.3 3. Lembaga yang dibentuk bersama merupakan wujud dari 

komitmen untuk pengelolaan kawasan perbatasan. 

     

E.4 4. Keberlangsungan lembaga yang dibentuk bersama 

merupakan tanggung jawab bersama. 
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No 

 
Pertanyaan 

Tidak 

Tahu 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

E.5 5. Setiap anggota menyepakati semua ketentuang yang 

dibuat bersama dibawah lembaga yang dibentuk secara 

bersama-sama. 

     

 

TERIMAKASIH 
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Lampiran 4 Rekapitulasi Angket CG (PLSM) 
 

 
NO 

 
KODE 

BUDAYA KOLABORASI 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1.19 X1.20 X1.21 X1.22 

1 DN 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 4 4,00 4 

2 LN 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4 2 2,00 4 

3 THN 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2 0 4,00 4 

4 HKM 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4 3 3,00 4 

5 KEU 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4 4 3,00 3 

6 PU 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3 3 3,00 4 

7 HUB 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

8 HUT 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 

9 KP 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
 

10 
 

PPN 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

3,00 
 

2,00 
 

3,00 
 

3,00 
 

3,00 
 

3,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

3,00 
 

3,00 

11 PDT 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

12 TNI 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 

13 POL 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

14 BIN 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 4,00 3,00 4,00 

15 BIG 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 1,00 3,00 3,00 3,00 

16 GUB 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

17 KAMLA 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 
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NO 

 
KODE 

BUDAYA KOLABORASI 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1.19 X1.20 X1.21 X1.22 

18 BPKR 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 

19 BTH 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 

20 BTN 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 

21 NTN 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

22 TBK 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 

23 KKA 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
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NO 

 
KODE 

KEPEMIMPINAN KOLABORATIF 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 X2.17 X2.18 X2.19 X2.20 X2.21 

1 DN 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 

2 LN 4 4 4 4 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

3 THN 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 

4 HKM 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 

5 KEU 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 

6 PU 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 3 4 4 2 2 4 

7 HUB 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 HUT 2 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 

9 KP 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
 

10 
 

PPN 
 

4 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

11 PDT 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 

12 TNI 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 

13 POL 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 

14 BIN 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

15 BIG 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

16 GUB 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

17 KAMLA 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 

18 BPKR 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

19 BTH 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 

20 BTN 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 0 
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NO 

 
KODE 

KEPEMIMPINAN KOLABORATIF 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 X2.17 X2.18 X2.19 X2.20 X2.21 

21 NTN 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

22 TBK 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

23 KKA 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 
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NO 

 
KODE 

VISI STRATEGIS 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 X3.12 X3.13 

1 DN 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3 4 4 

2 LN 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4 4 4 

3 THN 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3 3 3 

4 HKM 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4 4 4 

5 KEU 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2 2 2 

6 PU 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1 1 1 

7 HUB 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

8 HUT 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 

9 KP 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 
 

10 
 

PPN 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 

11 PDT 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

12 TNI 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

13 POL 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 

14 BIN 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

15 BIG 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 

16 GUB 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

17 KAMLA 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 

18 BPKR 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

19 BTH 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

20 BTN 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
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NO 

 
KODE 

VISI STRATEGIS 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 X3.12 X3.13 

21 NTN 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 

22 TBK 3,00 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

23 KKA 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
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NO 

 
KODE 

TIM KOLABORATIF STRUKTUR KOLABORATIF 

X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10 X4.11 X4.12 X4.13 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 

1 DN 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4 3 4 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 

2 LN 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4 4 4 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

3 THN 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3 3 3 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

4 HKM 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3 4 4 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

5 KEU 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4 3 3 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 

6 PU 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 3 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

7 HUB 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

8 HUT 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 

9 KP 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 
 

10 
 

PPN 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

4,00 

11 PDT 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

12 TNI 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

13 POL 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 

14 BIN 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

15 BIG 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 

16 GUB 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

17 KAMLA 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 

18 BPKR 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

19 BTH 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 

20 BTN 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 
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NO 

 
KODE 

TIM KOLABORATIF STRUKTUR KOLABORATIF 

X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10 X4.11 X4.12 X4.13 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 

21 NTN 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 

22 TBK 3,00 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

23 KKA 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 



 

 

 

 

 

Lampiran 5 Publikasi 
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